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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemberitaan di media tentang kasus pemalsuan dan peniruan merek sepatu olahraga terkenal oleh pihak yang tidak beritikad baik. Tentu saja hal tersebut merugikan pemilik hak atas merek tersebut yang membangun kualitas produk, citra merek dan melakukan promosi secara besar-besaran di perdagangan internasional. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yakni menjelaskan kebenaran suatu permasalahan dengan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penalaran preskriptif. Hasil pembahasan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa masih ada permasalahan perihal pemalsuan dan peniruan terhadap merek terkenal, seperti yang terjadi pada putusan perkara No.13/MEREK/2010/PN.NIAGA.JKT.PST antara Adidas melawan Kim Sung Soo. Merek sepatu Adidas adalah merek terkenal karena terbukti dari didaftarkannya dibeberapa negara, investasi dan promosi besar-besaran. Pihak Adidas melakukan gugatan pembatalan merek karena Kim Sung Soo mendaftarkan merek Adidia III yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Adidas. Penulis tidak setuju dengan putusan merek Adidas, karena dalam pertimbangan putusan perkara persamaan pada pokoknya tidak sesuai konsep hukum merek. Semua merek yang sudah didaftarkan pada Dirjen HKI menerima perlindungan hukum yang sama. Pemberlakuan khusus diberikan untuk merek terkenal dengan hak prioritas untuk mendaftarkan merek di Indonesia seperti pada Pasal 11 dan 12 UU Merek dan dapat melakukan gugatan pembatalan pendaftaran merek seperti pada Pasal 68 UU Merek. Perlindungan hukum dapat dilakukan melalui upaya pemilik merek dengan melakukan hal yang bersifat represif jika terjadi perkara merek. Seperti contoh pada putusan merek Adidas melawan merek Adidia III yang diselesaikan melalui jalur litigasi pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan cara mengajukan gugatan seperti pada Pasal 76 ayat (1) UU Merek. Beberapa alasan dijadikan dasar pihak Adidas untuk melakukan gugatan melalui jalur litigasi. Terakhir penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi seperti arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa pada Pasal 84 UU Merek.
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ABSTRACT
	This research is based by news report in the media by news at news paper about the case of fabrication and imitation of famous trademark sport shoes by the party who have bad faith. It gives disadvantages for trademark rights ownership which develops the product quality, brand image and big promotion in international markets.This research uses nomative juridical method, which explains the truth of problems by the logic of scientific laws from normative side. The writer uses several approaches, for instance case approach, statue approach and conceptual approach. The writer analyzes this research using prescriptive. The results of this research indicated that there are any problems about fabrication and imitation of famous trademark sport shoes, such as on case which have juridical verdict Number 13 / MEREK / 2010 / PN.NIAGA.JKT.PST between Adidas AG against Kim Sung Soo. Adidas trademark shoes is a well-known brand in the world and registered in many country, investment and has big promo. Adidas’s party do nullification of their trademark, because Kim Sung Soo registered his product with Adidia III trademark which have similarity in principle with Adidas’s trademark. The writer disagree with the juridical verdict Adidas trademark because the consideration of that juridical verdict indicated that the similarity in principle of the products doesn’t match with concept of trademark rights.  All of trademark which registered at the Dirjen HKI have the same of legal protection. It has special enforcement which give to the well-known trademark which have an excessive protection and priority rights which mentioned on article 11 and 12 of trademark law  and also can do propose of nullification of trademark as in article 68 of trademark law. The trademark owner can get their law protection if they do repressive action for trademark case.  Based on the juridical verdict Adidas trademark between Adidas against Adidia III which finished by litigation at Pengadilan Niaga Jakarta Pusat with filing a lawsuit as in article 76 verse (1) of trademark law. Adidas uses some reasons to do a lawsuit against Kim Sung Soo. For the last, problem solving of this case is alternative dispute resolution such as arbitration etc based on article 84 about trademark law.








Sejak Indonesia menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia yang biasa dikenal World Trade Organization  (untuk selanjutnya disebut WTO) yang diratifikasi melalui Convention Establishing The WTO dan telah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang “Agreement Establishing The World Trade Organization”, Indonesia perlu membuka diri tentang aspek lalu lintas perdagangan secara Internasional.​[1]​ Sudah selayaknya perdagangan barang Indonesia dan negara lain yang merupakan Hak Kekayaan Intelektual di dalam pasar global diperlukan perlindungan hukum yang efektif dari segala tindak pelanggaran yang tidak sesuai dengan persetujuan Trade Related Aspect of Intellectual Property Right Agreement (untuk selanjutnya disebut TRIPs) serta konvensi-konvensi yang telah disepakati.
Salah satu contoh Hak Kekayaan Intelektual (untuk selanjutnya disebut HKI) yang harus dilindungi adalah merek. Merek merupakan satu inovasi adaptif dari sebuah produk, sehingga mampu terlihat unik, berbeda dengan yang lain serta memiliki nilai lebih pada penjualan produk tersebut yakni dengan diberikannya suatu tanda atau nama unik yang tidak dimiliki oleh produk yang lain. Hal penting yang menjadi tujuan hukum merek adalah setiap tanda yang digunakan sebagai merek memiliki kemampuan untuk membedakan atau memiliki daya penentu barang yang satu dengan yang lainnya. Di Indonesia ketentuan tersebut di atur dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 15 Tahun  2001 Tentang Merek (untuk selanjutnya disebut UU Merek) yang berbunyi, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf – huruf, angka – angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur – unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. 
Merek juga merupakan garansi atas jaminan kepemilikan pribadi atas sebuah produk dagang, yang apabila produk tersebut mempunyai kesamaan dengan produk dagang milik orang lain, maka dalam hal ini pihak yang memiliki produk bermerek berkewajiban untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek untuk mendapatkan perlindungan hukumnya. Di Indonesia, hak merek  hanya diberikan kepada pemohon yang mengajukan permintaan pendaftaran dengan itikad baik. Secara umum prosedur pendaftaran merek meliputi pemeriksaan formal, pemeriksaan substantif, dan pengumuman serta pendaftaran yang semuanya memakan waktu paling lama 14 bulan 10 hari. Pengumuman permohonan merek akan dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (untuk selanjutnya disebut Dirjen HKI) dalam berita resmi merek.
Para pemilik merek dagang saling berlomba untuk memperoleh akses yang seluas-luasnya ke pasar perdagangan internasional. Agar suatu merek menjadi merek terkenal yang mampu menunjukkan jaminan kualitas atau reputasi suatu produk tertentu tidak mudah dan memerlukan waktu yang cukup lama serta biaya yang tidak sedikit. Perlindungan yang diberikan oleh UU Merek terhadap merek terkenal merupakan pengakuan terhadap keberhasilan pemilik merek dalam menciptakan image eksklusif dari produknya yang diperoleh melalui pengiklanan atau penjualan produk-produknya secara langsung. 
Bermacam – macam produk dengan merek yang berbeda membuat konsumen bebas memilih barang untuk dipakai dan dibeli. Pada masyarakat Indonesia maupun negara lain lebih memilih suatu barang yang bermerek yang sudah terkenal dibanding merek lain yang belum terkenal. Ada kecenderungan masyarakat Indonesia berorientasi pada pemakaian produk-produk luar negeri, apalagi kalau itu adalah barang dengan merek terkenal. 
Keadaan seperti itu semakin memberikan peluang pada pengusaha yang tidak beritikad baik untuk mendaftarkan merek  milik orang lain khususnya merek terkenal. Hal itu menyebabkan pemilik asli merek terkenal dirugikan karena hak atas kekayaan intelektualnya dilanggar dan secara tidak langsung telah menurunkan omset penjualan barangnya. Disisi lain masyarakat juga ikut dirugikan karena telah menggunakan merek terkenal dengan kualitas yang tidak sebenarnya. 
Dengan memproduksi suatu produk dengan ciri, merek, bentuk, desain dan bahan sejenis dengan produk asal yang diharapkan memperoleh laba yang berlipat ketika produk itu dijual dipasaran, apalagi bila kualitas produk diturunkan maka laba akan bertambah secara signifikan. Misalnya produk asal menggunakan bahan baku dengan kualitas kelas satu dengan harga yang tinggi sedang produk bajakan menggunakan bahan baku kualitas kelas dua atau kelas tiga dengan harga yang jauh lebih rendah. Keadaan ini akan membawa dampak negatif dengan enggannya investor asing masuk ke Indonesia karena tidak mendapatkan jaminan bahwa merek – merek dari produknya akan mendapatkan perlindungan hukum.
Produk-produk bermerek sepatu olahraga terkenal seperti Adidas, Nike Puma, Reebok, Diadora, dan lainnya mudah didapatkan di toko resmi dan ditemukan di kota-kota besar di Indonesia. Harga sepatu olahraga diatas bervariasi antara merek terkenal satu dengan merek terkenal yang lain. Data dari sumber berita membuktikan permasalahan pelanggaran peniruan dan pemalsuan suatu produk sepatu dengan merek terkenal tertentu sudah berlangsung di Indonesia. 
Dengan jumlah konsumen yang terus bertambah maka semakin bertambah pula pengusaha yang menjual barang tiruan atau palsu. Bertambahnya penjual – penjual dadakan yang jeli melihat peluang bisnis ini membuat resah produsen asli, pedagang dan konsumen yang fanatik pada merek sepatu olahraga terkenal tertentu. Dari ketentuan UU Merek sudah dijelaskan untuk pelaku usaha tidak dapat mendaftarkan dan di tolak oleh Dirjen HKI jika merek produk barang atau jasa di ajukan dengan beritikad tidak baik. Pasal 5 UU Merek, Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:
a.	Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
b.	Tidak memiliki daya pembeda;
c.	Telah menjadi milik umum; atau
d.	Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
Hal ini pernah menjadi dasar keputusan hakim pada kasus pelanggaran merek dagang seperti kasus No. 13/MEREK/2010/PN.NIAGA.JKT.PST antara Adidas AG suatu perseroan yang berkedudukan di negara Jerman didirikan pertama kali oleh Adolf Dassler (Adidas) pada tanggal 18 Agustus 1949 dan telah diregister di Pengadilan Negeri Jerman di Herzogenaurach, dalam hal ini memberi kuasa pada Gunawan Suryomurcito, SH dan kawan – kawan Advokat dan Konsultan HKI melawan Kim Sung Soo warga Negara Korea pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (untuk selanjutnya disebut putusan merek Adidas). Kasus ini membuktikan masih adanya pelanggaran merek dengan cara peniruan dan pemalsuan suatu produk yang terjadi di Indonesia. Pelanggaran dilakukan oleh para pihak yang tidak memiliki itikad tidak baik untuk melakukan peniruan dan pemalsuan suatu merek terkenal dengan mendaftarkan merek terkenal tersebut pada Dirjen HKI. 
Contoh kasus diatas adalah tentang pengusaha yang mencoba membonceng nama merek terkenal pihak lain dengan memproduksi barang sama pada pokoknya. Dimana merek terkenal itu telah didaftarkan untuk pertama kali ke kantor merek oleh pengusaha lokal dengan itikad tidak baik.​[2]​ Pemakaian merek terkenal atau pemakaian merek mirip dengan merek terkenal milik orang lain secara tidak berhak, dapat menyesatkan konsumen terhadap asal usul dan kualitas barang.
Praktek pelaksanaan perlindungan merek terkenal masih menghadapi kendala, misalnya pengetahuan dan pemahaman para penegak hukum terhadap merek terkenal yang masih perlu ditingkatkan. Permasalahan yang dihadapi oleh para penegak hukum adalah menentukan kriteria dan daftar merek-​merek terkenal serta memutuskan perkara sesuai konsep hukum merek. Selain itu peranan aktif dari pemilik merek terkenal asli untuk mengajukan permohonan pembatalan merek atas pendaftaran yang dilakukan oleh pengusaha yang mempunyai itikad tidak baik sangat diperlukan.
Mencermati dari uraian kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha dalam penjualan produk tiruan dan palsu merek terkenal maka telah terjadi kerugian nyata yang telah dialami oleh konsumen, produsen asli dan pedagang. Untuk itulah penelitian ini penting dilakukan untuk mendapatkan jawaban atas bagaimana bentuk pemberlakuan hukum terhadap pemegang hak merek terkenal dan merek yang tidak terkenal dalam perdagangan dipasar global yang sudah terdaftar dan upaya hukum yang harus dilakukan oleh pemilik hak merek untuk melindungi merek dagangnya.
Rumusan Masalah 
1.	Bagaimana pemberlakuan UU Merek terhadap penggunaan merek terkenal dan merek yang tidak terkenal?
2.	Bagaimana upaya hukum pemilik hak merek terkenal dalam melindungi akan haknya?
Tujuan Penelitian
1.	Untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan UU Merek terhadap penggunaan merek terkenal dan merek yang tidak terkenal.
2.	Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum pemilik hak merek terkenal dalam melindungi akan haknya. 

METODE 
Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yakni menjelaskan kebenaran suatu permasalahan dengan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Jenis bahan hukum primer terdiri dari perjanjian WTO - TRIP’s, UU Merek, Konvensi Paris, PP Pendaftaran merek dan putusan merek Adidas. Selanjutnya bahan hukum sekunder terdiri buku tentang merek, artikel, berita dan terakhir bahan hukum tersier yang terdiri kamus besar bahasa indonesia.
Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan cara mengklasifikasikan secara sistematis  sesuai dengan permasalahan pada putusan merek Adidas tentang pembatalan pendaftaran merek. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus putusan merek Adidas, pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konsep. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penalaran preskriptif.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Melihat kebutuhan akan olahraga di masyarakat yang semakin tinggi, perusahaan yang bergerak dibidang produk olahraga khususnya merek sepatu olahraga terkenal bersaing ketat untuk melebarkan serta mempertahankan pasarnya. Produsen saat ini dituntut lebih cermat dan pintar untuk melakukan pemasaran agar terciptanya keputusan pembelian pada produknya. Terlebih lagi masyarakat saat ini lebih kritis untuk menentukan dan menggunakan sepatu olahraga yang diharapkan sesuai dengan keinginannya. Masyarakat cenderung memilih produk dengan merek terkenal dengan pertimbangan kualitas produk, cara promosi dan citra merek tersebut.​[3]​
Setelah suatu perusahaan mencapai tahapan yang menjadikan merek dikenal secara luas oleh masyarakat, maka dapat menimbulkan terdapatnya para pihak lain yang beritikad tidak baik untuk melakukan persaingan tidak sehat dengan cara peniruan atau pemalsuan. Terkenalnya suatu merek dapat memicu tindakan pelanggaran merek baik dalam lingkup nasional atau internasional. Merek terkenal harus diberikan perlindungan baik dalam lingkup nasional maupun internasional, karena suatu merek terkenal mengalami perluasan perdagangan melintasi batas – batas negara seperti pada Pasal 6 bis Konvensi Paris.
Seperti pada perkara Adidas AG yang melakukan gugatan pembatalan pendaftaran merek pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan tergugat pihak Kim Sung Soo. Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dalam mendaftarkan dan memakai merek “Adidia III”, “Club III & lukisan”, “Club 4 & lukisan”, “Club 5 & lukisan”, “Club V & lukisan” dan “Club 6 & lukisan”. Adidas AG sebagai pemilik terdaftar merek adidas melakukan gugatan dengan didasari pada Pasal 68 UU Merek.
Merek pihak Kim Sung Soo memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Adidas dan Lukisan 3-Strip. Merek Adidia III dinilai mempunyai persamaan bunyi pengucapan dengan Adidas. Tampilan visualnya sama di mana terdiri dari 6 kata yang hurufnya sama. Sedangkan merek Club 3 dan Lukisan 3-Strip sama-sama terdiri dari 3 garis paralel dan secara keseluruhan tampilan visualnya sama. Sementara produk Club 4 & Lukisan, Club 5 & Lukisan, Club V & Lukisan, Club 6 & Lukisan juga sama pada pokoknya dengan lukisan 3 strip milik Adidas.
Majelis Hakim ikut berperan dalam memutuskan perkara yang diselesaikan melalui Pengadilan Niaga. Pada putusan merek Adidas ini dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dikumpulkan semua bukti – bukti dan mempertimbangkan beberapa hal yang terkait perkara merek tersebut. Terakhir Majelis Hakim memutuskan perkara merek seperti dijelaskan pada isi putusan sebagai berikut :
MENGADILI
1.	Menyatakan bahwa merek “adidia III” daftar No. IDM000029382 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik penggugat: “adidas” daftar No. 470797 (perpanjangan daftar No. 323311 tanggal 11 Mei 1991) dan daftar No. R00 2009 010364 tanggal 7 Desember 2009 (perpanjangan dari daftar No. 443848, perpanjangan dari daftar No. 257614 tanggal 29 Januari 1990, perpanjangan dari daftar No. 139426) dan daftar No. IDM000101087 (perpanjangan dari daftar No. 301710 dan perpanjangan dari daftar No. 174277) untuk melindungi barang sejenis.
2.	Menyatakan bahwa  merek “Club III & lukisan strip” daftar No. IDM000029103, “Club 4 & lukisan strip” daftar No. IDM000029104, “Club 5 & lukisan strip” daftar No.IDM000029105, “Club V & lukisan strip” daftar No. IDM000027237, “Club 6 & lukisan strip” daftar No. IDM000054617 atas nama tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya pada merek terkenal milik penggugat: “adidas & lukisan 3-strip” dan “lukisan 3-strip” dan variasinya yang telah terdaftar terlebih dahulu dibawah daftar No. 470797, 443848, IDM000101087, IDM000108692, IDM000127183, IDM000053784, IDM000171558, IDM000171559, IDM000101699 untuk melindungi barang sejenis.
PEMBAHASAN
Pemberlakuan UU Merek terhadap penggunaan merek terkenal dan merek yang tidak terkenal
Perlindungan terhadap merek terkenal merupakan salah satu aspek penting dari hukum merek. Perlindungan didasarkan pada nilai komersial atau nilai jual dari merek dengan cara melarang pemakaian yang dapat mencemarkan nilai eksklusif dari merek atau menodai daya tarik merek terkenal tersebut.​[4]​ Perlindungan yang diberikan oleh UU Merek terhadap merek terkenal merupakan pengakuan terhadap keberhasilan pemilik merek dalam menciptakan image eksklusif dari produknya yang diperoleh melalui pengiklanan atau penjualan produk – produknya secara langsung.
Dasar suatu merek disebut sebagai merek terkenal secara internasional diatur pada ketentuan Pasal 16 Perjanjian TRIP’s. Pengaturan mengenai pengertian merek terkenal menurut Pasal 16 ayat (2) Perjanjian TRIP’s adalah berkaitan dengan pengetahuan atau pengenalan merek oleh masyarakat dibidang usaha yang bersangkutan, termasuk pengetahuan atau pengenalan yang didapat sebagai hasil promosi dari suatu merek. Sedangkan Pasal 6 bis Konvensi Paris juga merumuskan ketentuan perlindungan hukum tentang merek terkenal. Saat ini perlindungan merek terkenal di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU Merek.
Mencermati kriteria merek terkenal sebagaimana diatur dalam UU Merek tersebut diatas, sampai saat ini masih dipermasalahkan tentang definisi apa yang disebut dengan merek terkenal. Tolok ukur yang digunakan masih belum jelas, batasan suatu merek disebut sebagai merek terkenal tidaklah terbatas untuk merek yang dimiliki pihak dari negara lain tetapi juga merek pengusaha dalam negeri yang berhasil masuk pada pasar dunia. Suatu merek disebut sebagai merek terkenal selain didasarkan pada UU Merek, juga didasarkan pada konvensi – konvensi atau didasarkan pada interpretasi hakim yang mengadili perkara tersebut.
Penulis membahas tentang merek terkenal karena terjadi pelanggaran tentang merek sepatu olahraga terkenal yang terjadi pada perkara merek Adidas di Indonesia, hal tersebut tidak lain karena menjanjikan keuntungan besar yang akan didapat apabila mempergunakan merek terkenal dari pada menggunakan merek yang tidak terkenal. Secara ekonomi memang memanfaatkan merek terkenal mendatangkan keuntungan yang besar salah satunya karena mudah dijual, selain itu tanpa harus melakukan pendaftaran ke Dirjen HKI atau tidak mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk membangun citra produknya. 
Pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara merek Adidas di atas terlihat berat sebelah perihal perkara persamaan pada pokoknya. Penulis tidak setuju pada pertimbangan dan putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam memutuskan suatu perkara persamaan pada pokoknya haruslah didasari oleh bukti yang kuat, tidaknya hanya karena salah satu pihak dalam hal ini Adidas merupakan atau dianggap merek terkenal.
Karena dalam memutuskan suatu perkara persamaan pada pokoknya haruslah didasari oleh bukti yang kuat, tidak hanya karena salah satu pihak dalam hal ini Adidas merupakan atau dianggap merek terkenal. Selanjutnya sesuai dengan konsep hukum merek seperti Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Merek dijelaskan harus ada unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan.
Contoh diatas membuktikan bahwa perlindungan terhadap merek dan juga pembuktian pada saat bersengketa di Pengadilan Niaga sangat penting dilakukan. Pertimbangan dalam memutuskan perkara sengketa merek harus lebih teliti untuk menghasilkan putusan Hakim yang adil. Seperti Adidas yang melakukan gugatan pembatalan pendaftaran merek  pada pihak Kim Sung Soo karena di anggap mendaftarkan merek dengan unsur persamaan pada pokoknya. UU Merek di Indonesia tidak mengatur atau tidak mengharuskan pemilik merek untuk mendaftarkan merek miliknya. Perlindungan merek hanya diberikan kepada pemilik hak atas merek tersebut yang telah mendaftarkan mereknya di Dirjen HKI. 






Bagaimana upaya hukum pemilik hak merek terkenal dalam melindungi akan haknya
Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan atas adanya merek lain yang meniru dan memalsukan merek pendaftar pertama. Misalnya pada putusan merek Adidas yang melakukan gugatan pembatalan merek pada merek pihak Kim Sung Soo dengan merek Adidia III yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan pihak penggugat. Perkara antara merek Adidas AG dan merek Adidia III diselesaikan melalui jalur litigasi pada Pengadilan Niaga, seperti dijelaskan Pasal 76 UU Merek mengatur penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dengan mengajukan gugatan atas pelanggaran merek.
Upaya represif adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa yang telah terjadi. Perlindungan hukum yang represif ini diberikan apabila telah terjadi pelanggaran merek. Hal ini peranan lembaga peradilan dan aparat penegak hukum lainnya kepolisian, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan kejaksaan sangat diperlukan. Pemegang hak atas merek terkenal dapat memperoleh perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak atas merek baik dalam bentuk gugatan pembatalan atau tuntutan hukum melalui penegak hukum dengan ketentuan yang berlaku.
Seperti contoh putusan merek Adidas yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 3 Februari 2010 dalam register perkara No. 13/Merek/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. Pihak Adidas melakukan gugatan pembatalan merek untuk menyelesaikan perkara ini melalui jalur litigasi yang dilaksanakan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Hasil dari penyelesaian perkara melalui jalur litigasi harus diterima oleh kedua pihak dan hakim mempunyai kewenangan untuk memutuskan suatu perkara dalam hal ini adalah putusan merek Adidas.
Proses pemeriksaan dan mengadili perkara merek Adidas AG dengan merek Adidia III dilaksanakan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pihak Adidas AG seperti dijelaskan pada latar belakang di atas dalam perkara ini memberi kuasa pada Gunawan Suryomurcito, SH dan kawan – kawan Advokat dan Konsultan HKI melawan Kim Sung Soo warga negara Korea sebagai tergugat, serta Dirjen HKI sebagai pihak turut tergugat. Para pihak yang bersengketa harus patuh pada putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena perkara ini sudah diselesaikan melalui jalur litigasi.
Penggugat menyelesaikan perkara merek tersebut melalui jalur litigasi dengan mendaftarkan gugatan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dijelaskan pada hasil penelitian diatas bahwa Adidas AG melakukan gugatan melalui jalur litigasi karena beberapa alasan, seperti Adidas adalah sebagai merek terkenal yang harus memperoleh perlindungan khusus. Adidas AG memilih menyelesaikan perkara merek di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena pada  perkara merek terdahulu selalu memenangkan gugatan di beberapa negara melalui jalur litigasi ini.
Para pihak yang bersengketa sama – sama memperoleh perlindungan hukum yang sama karena mereknya sudah terdaftar pada Dirjen HKI. Selanjutnya penyelesaian sengketa dapat di selesaikan melalui jalur non litigasi atau penyelesaian diluar pengadilan. Pasal 84 UU Merek menjelaskan para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. 
Terdapat alternatif penyelesaian sengketa yang diatur pada Pasal 1 angka 10 UU Arbitrase dan APS yang merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.




1.	Terkenalnya suatu merek dapat memicu tindakan pelanggaran merek baik dalam lingkup nasional atau internasional. Seperti pada putusan merek Adidas yang melakukan gugatan pembatalan pendaftaran merek. Majelis Hakim mengabulkan tuntutan pihak penggugat Adidas AG dengan alasan adanya unsur persamaan pada pokoknya pada pihak tergugat merek Adidia III. Penulis tidak setuju dengan pertimbangan dan putusan hakim yang mengabulkan tuntutan pihak penggugat. Karena dalam memutuskan suatu perkara persamaan pada pokoknya haruslah didasari oleh bukti yang kuat, tidak hanya karena salah satu pihak dalam hal ini Adidas merupakan atau dianggap merek terkenal. Selanjutnya sesuai dengan konsep hukum merek seperti Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Merek dijelaskan harus ada unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan 
2.	Perlindungan hukum yang represif diberikan apabila telah terjadi pelanggaran merek. Pemilik merek pada putusan merek Adidas menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi atau pengadilan dengan cara mengajukan gugatan pembatalan merek seperti pada Pasal 76 ayat (1) UU Merek. Beberapa alasan dijadikan dasar pemilik merek Adidas untuk melakukan gugatan melalui jalur litigasi. Misalnya penggugat beralasan Adidas adalah merek terkenal internasional yang mendapatkan perlindungan secara khusus dan perkara merek terdahulu yang selalu memenangkan gugatan di beberapa negara melalui jalur litigasi ini. Terakhir pemilik merek dapat melakukan penyelesaiaan melalui jalur non litigasi atau jalur diluar pengadilan seperti arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa seperti pada Pasal 84 UU Merek. Terdapat alternatif penyelesaian sengketa yang diatur pada Pasal 1 angka 10 UU Arbitrase dan APS yang merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. 

Saran 
1.	Kriteria merek terkenal sebagaimana diatur dalam UU Merek masih dipermasalahkan tentang definisi apa yang disebut dengan merek terkenal. Tolok ukur yang digunakan masih belum jelas, batasan suatu merek disebut sebagai merek terkenal tidaklah terbatas untuk merek yang dimiliki pihak dari negara lain tetapi juga merek pengusaha dalam negeri yang berhasil masuk pada pasar dunia. Suatu merek disebut sebagai merek terkenal selain didasarkan pada UU Merek, juga didasarkan pada konvensi – konvensi atau didasarkan pada interpretasi hakim yang mengadili perkara tersebut. Penulis menyarankan agar di berikan pemahaman terhadap pengaturan tentang merek terkenal yang harus diakui oleh negara – negara anggota dan mengharuskan negara – negara tersebut patuh terhadap kesepakatan. Hal ini akan memudahkan hakim dalam memutuskan suatu sengketa di Pengadilan Niaga mengenai merek terkenal.




Achmad, Yulianto dan Fajar, Mukti. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Ali, Zainuddin. 2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Sinar Grafika.
Djubaedillah, R. dan Djumhana, Muhammad. 2004. Hak Milik Intelektual (sejarah, teori dan prakteknya di Indonesia). Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.  
Gautama, Sudargo. 1984. Hukum Merek Indonesia. Bandung : Alumni.
Gautama, Sudargo. 1995. Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual. Jakarta : PT. Eresco.
Hadiarianti, Venantia Sri. 2008. Konsep Dasar Pemberian Hak dan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Gloria Yuris Vol 8.
Harahap, Yahya. 1996. Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
Jened, Rahmi. 2013. Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI). Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
Kurniasih, Dwi Agustine. 2008. Perlindungan Hukum Merek Terdaftar Dari Perbuatan Passing Off (Pembonceng Reputasi) bagian I. media HKI.
Prakoso, Djoko. 1987. Perselisihan Hak atas Merek di Indonesia. Yogyakarta : Liberty.
Saidin, O.K. 2004. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual;(Intelektual Property Rights). Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
Sembiring, Sentosa. 2002. Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta, Paten dan Merek, Bandung : Yrama Widya.
Sudarmanto. 2012. KI dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
Syamsudin, M. dan Riswandi, Budi Agus. 2004. Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
Tim Lindsey (eds.). 2002. Hak Kekayaan Intelektual – Suatu Pengantar. Bandung : PT Alumni.
Usman, Rachmadi. 2003. Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual;Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia. Bandung : PT. Alumni.
Winarta, Frans Hendra. 2012. Hukum Penyelesaian Sengketa. Jakarta : Sinar Grafika.
Winata, R. dan Gautama, Sudargo. 1996. Komentar atas Undang-Undang Merek Baru dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya. Bandung : Alumni.
Winata, R dan Gautama, Sudargo. 1997. Pembaharuan Hukum Merek Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti.
Peraturan perundang – undangan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang “Agreement Establishing The World Trade Organization. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564).
Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131).
Keputusan Presiden Nomor. 15 Tahun 1997. (Lembaran Negara Nomor 32 Tahun 1997).
Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3522)
Keputusan Menteri kehakiman Nomor. M-03-HC.02.01 Tahun 1991 Tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek Yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Badan Lain.
Putusan No.13/MEREK/2010/PN.NIAGA.JKT.PST antara Adidas AG melawan Kim Sung Soo.
Kamus
Departemen Pendidikan Nasional. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga. Jakarta:Balai Pustaka.
Artikel yang dimuat di jurnal
Saputra, Denny, Handoyo Djoko Waluyo & Sari Listyorini, 2014, “Effect Product Quality, Promotion, and Brand Image On Purchase Decision Of Nike Sports Shoes”, Diponegoro Journal Of Social and Politic.
Sunarmi. 2003. “Peranan TRIP’s (Trade Related Aspects Of Intelectual Property Rights) Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Di Indonesia”. Medan:Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
Skripsi dan tesis
Hasibuan, Elfina Putri Nanda. 2010. Hubungan Antara Gaya Hidup Brand Minded Dengan Kecenderungan Perilaku Konsumtif Pada Remaja Puteri. Skripsi. Medan:Fakultas Psikologi. Universitas Sumatera Utara.
Kartika, Anisa Nurul. 2010. Kajian Pembatalan Merek Dagang Buddha Bar Di Indonesia (Sebagai Upaya Penanggulangan Potensi Sanksi Perdagangan Silang (Cross Retalation) Dalam Forum WTO (World Trade Organization). Skripsi. Surakarta:Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret.
Tani, Jeanne Yaqualine. 2010. Perlindungan Hak Atas Merek Produk Fashion (Studi Kasus Merek Inav By Intan Avantie Di Kota Semarang). Tesis. Semarang:Program Studi Magister Kenotariatan. Program Pasca Sarjana. Universitas Diponegoro.  
Vonarya. 2007. Perlindungan Hukum Atas Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Terhadap Produk Makanan Khas – Wingko Babat Di Kota Semarang). Tesis. Semarang:Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan. Universitas Diponegoro.
Media cetak dan internet
Darmajati, Danu 2015. http://finance.detik.com/read/2015/02/25/131813/2842607/4/ini-produk-yang-paling-banyak-dipalsukan-di-indonesia (​http:​/​​/​finance.detik.com​/​read​/​2015​/​02​/​25​/​131813​/​2842607​/​4​/​ini-produk-yang-paling-banyak-dipalsukan-di-indonesia​). Diakses pada tanggal 25 Februari 2015.
Fatan, Aliya. 2014. Cara Mengecek Sepatu Nike Original Terbaru 2014. http://blog.lakupon.com/cara-mengecek-sepatu-nike-original-terbaru-2014/ (​http:​/​​/​blog.lakupon.com​/​cara-mengecek-sepatu-nike-original-terbaru-2014​/​​). Diakses pada tanggal 27 Oktober 2014. 
Hukum online, 2010, Adidas Berhasil Melibas Adidia, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c164763ef56b/adidas-berhasil-melibas-adidia (​http:​/​​/​www.hukumonline.com​/​berita​/​baca​/​lt4c164763ef56b​/​adidas-berhasil-melibas-adidia​), diakses pada tanggal 19 April 2015
Saputra, Dodi. 2014, Piala Dunia 2014, Ajang Pembalasan ADIDAS ke NIKE http://www.marketing.co.id/piala-dunia-2014-ajang-pembalasan-adidas-ke-nike/ (​http:​/​​/​www.marketing.co.id​/​piala-dunia-2014-ajang-pembalasan-adidas-ke-nike​/​​), diakses pada tanggal 20 April 2015















^1	  Sudarmanto, 2012, KI dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, hlm. 61
^2	  Sudargo Gautama, 1995, Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual, Hlm. 302-351
^3	  Denny Saputra, Handoyo Djoko Waluyo & Sari Listyorini, 2014, “Effect Product Quality, Promotion, and Brand Image On Purchase Decision Of Nike Sports Shoes”, Diponegoro Journal Of Social and Politic, hlm. 3
^4	  Tim Lindsey (eds), Op Cit, hlm 151
